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ABSTRAK  
Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk 

membiayai Pembangunan dan pelayanan publik. Di tingkat daerah, pajak memiliki peran 

yang strategis dalam mendukung otonomi daerah, terutama melalui pengelolaan pajak 

daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, dan jenis pajak lainnya. 

Namun, tantangan utama bagi pemerintah daerah muncul dari kendala dalam pemungutan 

pajak, termasuk piutang pajak yang masih belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis peran pegawai dalam pelayanan pengurangan piutang pajak daerah 

pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, sebagai upaya 

mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan publik. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh melalui studi 

literatur, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pegawai memiliki peran yang cukup besar baik secara aktif, pasif, dan partisipatif dalam 

pelayanan pengurangan piutang pajak daerah. Analisis peran pegawai dalam pelayanan 

pengurangan piutang pajak daerah kota Palembang didasarkan atas 3 dimensi penelitian 

dan 6 indikator. Pegawai pelayanan piutang pajak daerah memenuhi 4 indikator sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pegawai piutang pajak  berperan dalam penagihan piutang pajak 

yang telah ditetapkan.  

Kata kunci: Pajak daerah, Peran Pegawai, Pengurangan Piutang Pajak, Pelayanan 

Publik 

 

Pembimbing,  

 

Dr. Hj. Nurmah Semil, M.Si.  

NIP. 196712011992032002 

 

Palembang,Januari 2025 

Ketua Jurusan Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Nur Budiyanto,S.Sos.,MPA. 

NIP. 196911101994011001  



 

vii 
 

ABSTRACT 

Regional taxes are a very important source of local revenue to finance development and 

public services. At the regional level, taxes have a strategic role in supporting regional 

autonomy, especially through the management of regional taxes such as Land and 

Building Tax (PBB), Hotel Tax, and other types of taxes. However, the main challenge for 

local governments arises from obstacles in tax collection, including tax receivables that 

have not been resolved. This study aims to analyze the role of employees in the service of 

reducing regional tax receivables at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of 

Palembang City, as an effort to optimize regional income while improving public services. 

This study uses a descriptive qualitative method whose data is obtained through literature 

studies, interviews, and observations. Based on the results of the study, it shows that 

employees have a fairly large role both actively, passively, and participatively in the 

service of reducing regional tax receivables. The analysis of the role of employees in the 

service of reducing regional tax receivables in Palembang City is based on 3 dimensions 

of research and 6 indicators. Regional tax receivables service employees meet 4 indicators 

so that it can be concluded that tax receivables employees play a role in collecting tax 

receivables that have been set. 

Keywords: Regional Tax, Role of Employees, Reduction of Tax Receivables, Public 

Services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan layanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Layanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, serta administrasi oleh 

pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Secara 

umum, pelayanan publik dapat diartikan sebagai upaya memberikan layanan 

kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkannya, sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam era otonomi daerah, 

pelayanan publik menjadi aspek krusial yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini menegaskan 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang berfungsi untuk 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial budaya, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, tata 

pemerintahan yang baik juga berperan dalam melindungi masyarakat dan 

lingkungan, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan guna 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Pelayanan publik (public services) yang diselenggarakan oleh birokrasi 

pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

konsep negara kesejahteraan (welfare state). Menurut Lembaga Administrasi 

Negara, pelayanan umum mencakup berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan 
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oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Layanan ini dapat berupa penyediaan barang maupun jasa yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan yang telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan.  

Saat ini, masyarakat mengalami perkembangan yang sangat dinamis, 

ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup sebagai indikasi dari proses 

empowerment yang mereka alami. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan 

bernegara semakin meningkat. Akibatnya, mereka menjadi lebih berani dalam 

menyampaikan tuntutan, aspirasi, serta harapan kepada pemerintah. Selain itu, 

masyarakat kini lebih kritis dan aktif dalam mengawasi serta mengevaluasi 

tindakan pemerintah. 

Dalam situasi seperti ini, birokrasi publik dituntut untuk memberikan 

layanan yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat 

waktu, responsif, dan adaptif. Selain itu, birokrasi juga memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara individu maupun 

kolektif. Oleh karena itu, birokrasi publik perlu merevitalisasi peran dan posisinya 

dalam pelayanan publik bertransformasi dari sekadar pengatur dan penguasa 

menjadi pelayan masyarakat yang mengedepankan pendekatan yang lebih 

humanis, yaitu melayani dan membantu, daripada sekadar menggunakan 

kekuasaan. 
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Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang merupakan salah 

satu lembaga pemerintah dalam struktur kenegaraan yang bertugas dalam 

pengelolaan pendapatan daerah. Sebagai institusi yang bertugas dalam penagihan, 

pemungutan, dan mengawasi pajak dan retribusi pada pemerintah daerah. Pegawai 

di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang memiliki peran 

krusial dalam meningkatkan efektivitas layanan publik, khususnya dalam upaya 

pengurangan piutang pajak daerah. Mereka bertugas mengelola berbagai aspek 

administratif serta berinteraksi langsung dengan wajib pajak dalam proses 

penyelesaian piutang. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada 

kemampuan pegawai dalam menyampaikan informasi, menyederhanakan 

prosedur, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. 

Secara umum, peran pegawai dalam pengurangan piutang pajak daerah dapat 

dilihat dari administratif mencakup pengelolaan dokumen, pencatatan, serta 

pemrosesan data terkait pengurangan piutan, dari teknis melibatkan analisis 

kelayakan pemotongan piutang serta penerapan kebijakan pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku,serta komunikatif  dengan penyampaian informasi yang 

jelas kepada wajib pajak, interaksi yang baik, serta membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. 

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya 

dalam perpajakan, pegawai BAPENDA dituntut untuk terus mengembangkan 

kompetensi dan profesionalisme mereka. Penguasaan teknologi informasi dan 

sistem digital dalam layanan perpajakan juga menjadi faktor kunci dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, peran pegawai 
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tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga mencakup fungsi sebagai 

fasilitator dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih responsif dan 

transparan bagi masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa aspek dalam 

pelayanan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, khususnya 

dalam pengurangan piutang pajak, yang dirasakan kurang memuaskan oleh 

masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan, baik yang 

disampaikan secara langsung maupun melalui media massa. Beberapa 

permasalahan yang sering dikeluhkan meliputi prosedur yang berbelit-belit, 

ketidakpastian dalam jangka waktu penyelesaian, serta berbagai hambatan 

administratif lainnya. Kondisi ini berkontribusi terhadap terbentuknya citra kurang 

baik terhadap pemerintah di mata masyarakat. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya perbaikan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan guna 

mewujudkan target realisasi pembayaran piutang yang tertunggak tercapai. 

Mengingat pegawai BAPENDA berinteraksi langsung dengan masyarakat, 

terutama dalam urusan administrasi, maka peningkatan kinerja menjadi faktor 

penting dalam mengatasi berbagai kendala pelayanan. Beberapa tantangan yang 

perlu dibenahi antara lain kesan pelayanan yang sulit diakses, banyaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi, proses penyelesaian yang tidak tepat waktu, serta 

prosedur yang masih dianggap rumit. 

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan layanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Layanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, serta 
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layanan administratif yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Secara 

umum, pelayanan publik dapat diartikan sebagai upaya memberikan layanan 

kepada individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap 

suatu organisasi, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Di era otonomi daerah, pelayanan publik menjadi aspek penting yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-

undang ini mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang pada dasarnya 

merupakan bagian dari fungsi pemerintahan itu sendiri. Tujuan utama dari tata 

kelola pemerintahan yang baik adalah memperkuat demokrasi dan hak asasi 

manusia, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya, serta 

mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pemerintahan yang baik juga berperan 

dalam melindungi masyarakat dan lingkungan serta mengelola sumber daya alam 

secara bijaksana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Tabel 1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 

 

(Sumber : E-Sakip Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 2023) 
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Dalam proses pelaksanaan pelayanan publik, pegawai pemerintah memiliki 

sejumlah peran tersendiri dalam pelaksanaan berbagai tugas dan tanggung 

jawabnya. Peran ini dapat dilihat ketika proses tersebut mereka lakukan serta 

menjadi hal yang cukup penting untuk pelaksanaan evaluasi kinerja kedepannya. 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang sebagai lembaga 

dalam struktur kenegaraan yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas 

penagihan, pemungutan, dan mengawasi pajak dan retribusi pada pemerintah 

daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja sebagai dasar hukum pemerintah daerah untuk terkait pemberian insentif 

fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok 

pajak dan/atau sanksinya. Proses pelayanan juga didasarkan pada Peraturan 

Walikota Palembang Nomor 64 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota 

Palembang. Namun masih ada terlihat beberapa pelayanan yang diberikan oleh 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palembang yang dinilai masih 

kurang bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat langsung dari google review yang 

ditulis oleh masyarakat yang pernah mendatangi langsung BAPENDA kota 

Palembang, dimana mereka menyatakan pelayanannya masih kurang yang mana 

ulasannya bisa dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1 Ulasan Masyarakat terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota 

Palembang di Google review (Sumber : https://g.co/kgs/c2mFyqh) 

Secara umum, citra Badan Pendapatan Daerah juga sudah buruk di mata 

massyarakat yang bisa dilihat dari rating ulasan yang ada di google review. 

 

Gambar 2 Rata-rata ulasan yang didapatkan BAPENDA Kota Palembang  

(Sumber : Google review, data diakses pada 08 Oktober 2024) 

https://g.co/kgs/c2mFyqh
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Secara empiris pun dapat terlihat jika masyarakat masih kurang puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh BAPENDA kota Palembang. Beberapa hal yang 

penulis dapat lihat melalui observasi langsung di BAPENDA kota Palembang 

adalah Prosedur yang rumit, ketidakpastian dalam jangka waktu penyelesaian, 

ketidakhadiran pegawai, serta berbagai permasalahan lainnya telah menimbulkan 

citra negatif terhadap pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya 

perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan guna 

mewujudkan layanan yang prima. 

Tabel 1 Jumlah Total Piutang dari tahun 2016 hingga tahun 2023 

No. Tahun Jumlah WP Menunggak Nilai Piutang 

1 2016 59.324 35.967.391.558 

2 2017 61.382 25.325.120.631 

3 2018 48.825 25.771.133.858 

4 2019 138.272 102.194.513.454 

5 2020 101.979 102.476.898.632 

6 2021 45.136 61.313.548.123 

7 2022 48.231 59.501.596.723 

8 2023 52.990 68.452.573.617 

JUMLAH 481.002.776.596 

 

Dalam menjalankan tugasnya, pegawai memiliki peran langsung dalam 

berinteraksi dengan masyarakat, terutama dalam aspek administrasi. Oleh karena 

itu, kinerja yang baik sangat dibutuhkan guna mengatasi berbagai kendala yang 

kerap muncul dalam pelayanan publik, seperti kesan pelayanan yang sulit diakses, 

banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, proses penyelesaian yang tidak tepat 

waktu, serta prosedur yang masih berbelit-belit. Dalam konteks ini, peran pegawai 
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menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan pelayanan piutang pajak 

daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.  

 

Gambar 3 Jumlah Pengajuan Pengurangan PBB 2017-2023 

Pegawai pemerintah di bidang pelayanan piutang pajak daerah sangat 

menentukan proses pelayanan piutang pajak daerah. Tentunya, peran mereka sangat 

besar dan mempengaruhi tidak hanya sebatas proses pelayanan publik saja tetapi 

juga berpengaruh besar terhadap capaian target berdasarkan target Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.  Atas dasar 

tersebutlah penulis sangat tertarik ingin membahas mengenai “Analisis Peran 

Pegawai Dalam Pelayanan Pengurangan Piutang Pajak di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Palembang.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya maka rumusan masalahnya 

adalah : 

1. Bagaimana Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pengurangan Piutang Pajak 

Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang 

ingin dicapai oleh penulis antara lain: 

1. Untuk Mengetahui Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pengurangan Piutang 

Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua 

aspek utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam kajian administrasi publik. Secara teoritis, 

penelitian ini dapat memperkaya literatur yang membahas peran pegawai 

dalam pelayanan publik, terutama dalam konteks pengurangan piutang 

pajak daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya untuk menguji atau mengembangkan 

teori-teori yang berkaitan dengan administrasi keuangan publik, 

manajemen pelayanan, dan efisiensi kinerja pemerintah daerah. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai 

pemangku kepentingan, khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kota Palembang dan instansi pemerintahan lain yang 

bergerak di bidang pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai panduan atau referensi untuk memperbaiki sistem dan 

kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan pengurangan piutang 

pajak daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan 

publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Bagi peneliti selanjutnya, 

penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dalam menelaah lebih lanjut 

peran pegawai dalam konteks pelayanan publik yang lebih luas. 
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